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BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 
NOMOR 3·5 TAHUN 2019 

TENT ANG 
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK 

DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi 
Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di 
Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam pemberian 
layanan publik tertentu; 

Mengingat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republi.k Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262); 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 
Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4433); 
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ten tang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234) sebagairnana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nornor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lermbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 183, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 6398); 

10. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 224, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagairnana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nornor 9 Tahun 2015 (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5679); 

11. Peraturan Pernerintah Nornor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 83); 

12. Peraturan Pernerintah Nornor 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sis tern dan Transaksi Elektronik 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nornor 189); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5950); 

15. Peraturan 
Pembinaan 

Pemerintah 
dan 

Nomor 12 Tahun 2017 Tentang 
Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah; 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

1 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman 
Modal; 

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649; Tambahan Berita Negara 
Republik Indonesia Nomor 649); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian 
Layanan Publik Tertentu Di lingkungan Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 126; 
Tambahan Berita NegaraRepublik Indonesia Nomor126); 
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2011 
Nomor 5 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 14 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene 
dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 14); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Ka bu paten 
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 
Nomor 5); 

23. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 64 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan (Serita Daerah Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 64); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB 
PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kevvenangan 
daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan. 
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 

selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi 
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Sadan, kecuali 
kavvasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 
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5. Pajak Daerah Lainnya adalah Segala Jenis Pajak yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. 

6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang 
selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan 
hak atas tanah dan/atau bangunan. 

7. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat 
KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Daerah 
sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk 
memperoleh keterangan status Wajib Pajak. 

8. Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam 
rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas 
layanan publik tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

9. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP 
adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai 
sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan 
sebagai tanda pengenal diri dan atau identitas wajib pajak 
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 

10. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan 
oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat 

11. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP 
adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang 
melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada 
masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak 
maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat 
Jenderal Pajak 

12. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut 
BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan. 

13. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang selanjutnya 
disingkat DPMPTSP adalah merupakan unsur pelaksana 
urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, 
Pelayanan Terpadu Satu pintu yang menjadi kewenangan 
Daerah. 

14. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan 
Pangkajene yang selanjutnya disingkat KP2KP adalah 
kantor pelayanan terkait penyuluhan dan konsultasi pajak 
daerah. 

15. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP 
adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada 
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. 
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16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan 
daerah. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman untuk 
melayani status perpajakan dari NPWP. 

Pasal 3 

Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai berikut: 

1. mengoptimalkan dana bagi hasil pajak; 
2. 
3. 

mengoptimalkan pemasukan pajak-pajak daerah; dan 
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 

BAB III 
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KSWP 

Pasal 4 
(1) Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWP: 

a. izin usaha perdagangan; 
b. nomor induk berusaha; 
c. izin lingkungan; 
d. izin pengawasan pengelolaan lingkungan hidup; 
e. izin mendirikan bangunan; 
f. izin usaha industri; 
g. tanda daftar usaha pariwisata; 
h. izin usaha jasa konstruksi; 
i. izin trayek pedesaan; 
j. izin pendirian sarana prasarana kesehatan; 
k. izin pendirian lembaga pelatihan kerja; 
1. perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing; 
m. izin lokasi; 
n. izin usaha hiburan; 
o. izin usaha restoran; 
p. izin tempat penjualan minuman beralkohol; 
q. izin trayek; dan 
r. izin usaha perikanan. 

(2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui: 

a. sistem informasi pajak daerah pada BAPENDA untuk 
konfirmasi Status Wajib Pajak terhadap Validasi PBB-P2 
dan BPHTB; dan Pajak Daerah Lainnya; atau 

b. aplikasi KSWP Direktorat Jenderal Pajak Kementerian 
Keuangan. 
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BAB IV 
PENANGGUNG JAW AB PELAKSANAAN KSWP 

Pasal 5 

pelayanan pu blik 
pasal 4 ayat ( 1) 

Perangkat Daerah yang melaksanakan 
tertentu sebagaimana dimaksud dalam 
dilakukan oleh DPMPTSP 

(2) DPMPTSP melakukan KSWP sebelum memberikan pelayanan 
publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). 

(1) 

(3) Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) dapat diberikan apabila pemohon dapat menunjukkan 
dokumen. 

(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai 
berikut: 
a. bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir; 
b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan 

kepemilikan; dan 
c. keterangan Status Wajib Pajak dari Direktorat Jenderal 

Pajak Kementerian Keuangan. 

BABV 
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI WAJIB PAJAK 

Pasal 6 

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/ atau 
pekerjaan dalam Daerah wajib memiliki NPWP Cabang/ Lokasi 
yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Maras atau KP2KP Daerah. 

(2) Setiap bidang tanah dalam Daerah memiliki nomor objek pajak. 

(3) Wajib pajak dinyatakan valid apabila surat keterangan Status 
Wajib Pajak dapat langsung dicetak melalui sistem Aplikasi 
KSWP. 

(4) Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi 
KSWP, maka harus melakukan konfirmasi ke BAPENDA terkait 
Pajak Daerah atau KPP Pratama- Maras atau KP2KP Daerah 
untuk mendapatkan surat keterangan. 

BAB VI 
PEMBINAAN 

Pasal 7 

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap proses implementasi 
KSWP dalam bentuk sosialisasi, konsultasi, monitoring dan 
evaluasi. 

(2) Pelaksanaan teknis pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) 
dilakukan oleh KPP Pratama Maras dan BAPENDA secara 
berkala dan insidentil. 

(3) Pengawasan KSWP dalam pemberian layanan publik tertentu 
dilaksanakan secara melekat oleh atasan langsung dan secara 
fungsional oleh aparat pengawasan fungsional 
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BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Serita 
Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 

Ditetapkan di Pangkajene 
pada tanggal �2> akt..ohet .;2.0!9 

BUPATJ PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, 

TELAH DITELITi Gci:M 
BAGIAN HUK�:.i J�il fi:r�:;DANG-UNDANGAN 
P,r-··,··- r v�

1;;;m: .••................ "'"'."""'"'' .. """'" ; . ..�Z!_ ,; •..:f;'_e, 
� Hj. NURAIDAH, SH. -,i 

19640427 198603 2 019 

B ITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 
TAHUN 2019 NOMOR 30 


